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ABSTRAK 

 

Praktik Politik dinasti di Indonesia telah menjadi sebagai salah satu 

bentuk kepemimpinan di Indonesia. Undang-undang No. 8 Tahun 2015, Pasal 

7 huruf (r) melarang secara normatif  tentang politik dinasti di Indonesia. Pada 

8 Juli 2015, MK menghapus pasal tersebut dengan pertimbangan telah 

menyalahi kepada hak asasi manusia sebagai warga negara dalam UUD 1945. 

Berdasarkan pada masalah itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang 

praktik politik dinasti di Indonesia perspektif etika politik Islam, praktik politik 

dinasti dalam pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance). 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) 

dengan sifat penelitian deskriptif analisis, pendekatan filosofis normatif. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer yakni UU  No. 8 Tahun 

2015, sekunder yakni dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku- buku, 

teks, dan jurnal hukum, dan tersier yakni kamus, ensiklopedia, indeks 

komulatif, dan sebagainya. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis kualitatif. 

Hasil penelitian ini adalah: Pertama, praktik politik dinasti di Indonesia 

sudah terjadi sejak awal berdirinya Indonesia yaitu pada masa pemerintahan 

Orde Lama sampai sekarang masih marak diterapkan pada sistem pembagian 

jabatan terhadap keluarga untuk menduduki beberapa jabatan penting. Jika 

dilihat dari segi konstitusi maka dipahami bahwa politik dinasti tidak menyalahi 

hukum negara atau tata kelola  kenegaraan bahkan hal itu menjadi bagian dari 

salah satu hak asasi manusia sebagai warga negara yang ikut andil dalam pola 

sistem demokrasi yang dilalui dengan pemilihan umum. Kedua, praktik politik 

dinasti pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) di Indonesia berpotensi buruk karena terindikasi pada kasus 

korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun, jika prinsip tata kelola pemerintahan 

yang baik diterapkan pada sistem pemerintahan sekalipun itu dalam lingkaran 

politik dinasti maka tidak menjadikan sebuah sistem pemerintahan rusak atau 

buruk. Ketiga, praktik politik dinasti di Indonesia ditinjau dari perspektif etika 

politik Islam, dipahami sebagai bentuk penyalah gunaan jabatan dan 

bertentangan terhadap prinsip etika politik Islam. Dalam kajian etika politik 

Islam maka politik dinasti di Indonesia tidak mengedepankan kepada 

kebebasan, kejujuran, keadilan, serta kerbersamaan dan persaudaraan sehinga 

sering kali penerapan politik dinasti hanya dijadikan sebagai alat memperkaya 

diri atau kelompoknya dan tidak mementingkan kepentingan umum dan 

kemakmuran rakyatnya. 

Kata Kunci: Politik Dinasti, Demokrasi, Good Governance, Etika Politik  

Islam. 
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ABSTRACT 

Dynastic politics in the democratic system in Indonesia has become a 

trend as a pattern of leadership in a democratic system. Law No. 8 of 2015, 

Article 7 letter (r) Se prohibits normatively dynastic politics in Indonesia. On 

July 8, 2015, the Constitutional Court deleted this article on the grounds that it 

violated human rights as citizens in the 1945 Constitution. Based on this 

problem, the author is interested in conducting a study of dynastic political 

practices in Indonesia. Perspective of Political Ethics in Islam, reveals 

dynastic political practices on the implementation of the principles of good 

governance. 

This type of research is library research with the nature of descriptive 

analysis research, a normative philosophical approach. The data source in this 

study is the primary legal source, namely Law no. 8 of 2015, secondary, 

namely official documents, which include books, texts, and legal journals, and 

tertiary, namely dictionaries, encyclopedias, cumulative indexes, and so on. 

The data analysis technique in this study is a descriptive qualitative analysis 

technique using content analysis (document content analysis). 

The results of this study are: First, the practice of dynastic politics in 

Indonesia has occurred since the inception of Indonesia, namely during the 

Old Order era and until now it is still widely applied to the system of division 

of positions between families to occupy several important positions. If viewed 

from a constitutional perspective, it is understood that political dynasties do 

not violate state law or state governance; in fact, this is part of one of the 

human rights as citizens who take part in the pattern of a democratic system as 

seen in general elections. Second, the practice of dynastic politics towards the 

implementation of the principles of good governance in Indonesia has the 

potential to be bad because it is indicated in cases of corruption, collusion and 

nepotism so that it gives futility to society in general. However, if the principles 

of good governance are applied to a government system, even if it is within a 

dynastic political circle, then it does not make a government system that is 

damaged or bad. Third, the practice of dynastic politics in Indonesia viewed 

from the perspective of political ethics in Islam, is interpreted as a form of 

abuse of office and contrary to the principles of political ethics in Islam. In the 

study of political ethics in Islam, dynastic politics in Indonesia does not 

precipitate freedom, honesty, justice, togetherness and brotherhood (in a 

general view, not specifically) so that dynastic politics is often used as a means 

of enriching oneself or one's group and does not prioritize the general interest 

and prosperity of its people. 

 

Keywords: Dynasty Politics, Democracy, Good Governance, Islamic 

Political Ethics. 
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A. Konsonan Tunggal 

 

       Huruf  Arab 
 

       Nama 

 

Huruf Latin 

 

Keterangan 

 Alīf     Tidak ا

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta t Te ت

 ṡa ṡ eṡ (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 ḥa ḥ ḥa (dengan titik di bawah) ح

 Kha     kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż żet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin     sy es dan ye ش

 ṣad ṣ eṣ (dengan titik di bawah) ص
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 ḍaḍ ḍ ḍe (dengan titik di bawah) ض

 ṭ ṭ ṭe (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ ẓet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ...„… koma terbalik ke atas„ ع

 Gaīn G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ꞌ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

 

 muta„āqidain نيدقاتع م

 iddah‘ عدة

 

C. Ta’ Marbūṭah di akhir kata 

 

1. Bila ta‟ marbūṭah di dimatikan ditulis h. 

 

 Hibah ةىب

 Jizyah ةيجز



x 

 

ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. 

Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ءايلولاأ ةمارك
 

karāmah al-auliyā‟ 

 

D. Vokal Pendek 

 

 fatḥah A ـَ

 Kasrah I ـِ

 ḍammah U ـُ

 

E. Vokal Panjang 

 

fatḥah + alif Ā ةيجاىل Jāhiliyyah 

fatḥah + alif layyinah/ya‟ mati Ā ىعسي yas„ā 

Kasrah + ya‟ mati Ī ميكر Karīm 

ḍammah + wau mati Ū ضورف furūḍ 

 

 

F. Vokal Rangkap 

 

fatḥah + ya‟ mati ai مكنيب Bainakum 

fatḥah + wau mati A  u قول Qaul 
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G.  Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan   

Apostrof 

 a‟antum متنأأ

 u‟iddat أعدت

 la‟in syakartum نئل

 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

 

a. Bila diikuti huruf qamariyyah. 

 

 al-Qur‟ān القرأن

 al-qiyās ساقيلا

 

 

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 

 ‟as-samā      السماء

 A   sy-syams   الشمس

 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 

 żawī al-furūḍ   ضورفلايذو

 ahl as-sunnah   ةنسلا لىأ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Politik dinasti dipahami sebagai praktik kekuasaan keluarga politik yang 

memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan, baik secara nasional 

maupun arah lokal di daerah. Dinasti dalam konteks tradisional adalah penguasa 

meletakkan kekuasaan pada keluarga saudara kandung dan kerabatnya pada 

jabatan-jabatan yang sangat strategi dengan tujuan membangun dinasti kerajaan 

politik di dalam pemerintahan, dinasti politik dilakukan agar kekuasaan dapat 

kekal pada anggota keluarga politik serta saling menjaga kekuasaan baik pada 

lembaga eksekutif, legislatif maupun pada lembaga yudikatif.
1
  

Menurut Syamsuddin Haris, bahwa para elite politik di Indonesia sering 

kali berlaku secara aji mumpung. Artinya, mumpung sang bapak sedang dalam 

berkuasa, wariskanlah kekuasaan serupa untuk anak, istri, atau anggota keluarga 

lainnya. Akhirnya, yang berkembang adalah format patrimonial dengan kutub 

ekstrimnya adalah negara patrimonial. Sebagaimana berlaku pada sistem negara 

monarki yang bersifat tradisional, di negara patrimonial kekuasaan baik politik 

maupun ekonomi diwariskan secara turun temurun di antara para anggota 

keluarga atau kerabat istana.
2
 

                                                      
1
 Moh Nizar dan Wais Alqarni, Book Series: Demokrasi dan Otonomi Daerah 

Dinasti Politik dan Demokrasi Lokal, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), hlm. 4. 

 

 
2
 Muhammad Alfan Alfian Mahyudin, Menjadi Pemimpin Politik, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2009), hlm. 68. 



2 

 

 

 

Di sinilah praktik korupsi dimulai ketika momentum elektoral tiba 

mereka sudah bisa move on untuk memenangkan kembali pertarungan politik di 

aras lokal. Seluruh “dinas-dinas basah” dikapitalisasi untuk modal politik untuk 

pertarungan berikutnya. Memang diakui, demokrasi yang Indonesia anut hari ini 

tidak melarang setiap warga negara menjadi pemimpin. Namun yang harus diingat 

demokrasi menghendaki persaingan yang sehat dan fair. Tidak hanya itu, bahwa 

rasionalitas dan sangat menjunjung etika politik, karena jantung politik itu sendiri 

adalah etika. Ketika itu sudah tidak ada maka kepada siapa lagi rakyat negeri ini 

mencontoh dan menjadikannya sebagai panutan. 

Etika berpolitik menjadi salah satu bentuk prinsip yang dianjurkan dalam 

ajaran dan nilai-nilai Islam. Prinsip dasar dalam etika politik dalam Islam adalah 

menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menghormati hak-hak asasi manusia, 

sehingga tercipta sesuatu kedamaian yang berkelanjutan di bawah norma-norma 

agama sebagai pedoman bernegara. Menurut Imam Algazali sebagaimana telah 

dikutip Farhah dan Ahmad Farid bahwa korelasi antara etika atau akhlak yang 

dilandasakan kepada nilai-nilai agama kemudian dipraktikkan dalam kegiatan 

berpolitik menjadi suatu anjuran yang sngat penting bagi sistem pemerintahan.
3
 

Muhammad Arkoun mengatakan bahwasanya etika politik menjadikan sistem 

pemerintahan yang sehat dan amanat, bukan hanya sebagai bahan pembagian 

jabatan, perlakuan sewenang-wenang kepada masyarakat dan menjadikan suatu 

keluarga sebagai penguasa mutlak dalam penerapan sistem pemerintahan.
4
 

                                                      
3
 Farhah dan Ahmad Farid, “Prinsip Etika Politik Pemimpin dalam Islam”, Dauliyah; 

Journal of Islamic and International Affairs, Volume. 4, Nomor. 2 (2019), hlm. 68-69. 

 

 
4
 Dikutip oleh Yunus Rahawarin, “Membaca Pemikiran Arkoun Tentang Etika Politik 

Islam”, Jurnal Ushuluddin; Media Dialog Pemikiran Islam, Volume. 20, Nomor. 1, (2016), hlm. 

99. 
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Pemerintahan yang beretika dalam Islam dapat tergambarkan dalam 

sebuah firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut: 

                                 

                                 

Menurut Hamka, bahwa surah An-Nisa’ (4) ayat 58-59 berkaitan dengan 

sistem pemerintahan yang ideal dan sekaligus bahwa sistem pemerintahan harus 

dilakukan dengan jujur, adil dan seimbang, tidak menyerahkan jabatan secara 

sepihak hanya karena kasihan atau sebab hubungan darah (keluarga) namun lebih 

mementingkan kepada potensi dan kemampuan pelaksana pemerintahan.
6
 

Menurutnya, dengan adanya penerapan etika berpolitik yang baik maka sistem 

pemerintahan berjalan dengan ideal dan melaksanakan kegiatan bernegara dengan 

menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakatnya. 

Jika rasionalitas dan etika diabaikan dalam setiap praktik demokrasi 

elektoral maka sama saja dengan membunuh demokrasi dan akan terdesak ke 

pinggir lapangan dan yang akan hadir adalah oligarki politik yang sangat masif. 

Berdasarkan pemilu yang telah dilaksanakan, tidak jarang ditemukan di berbagai 

daerah yang menggunakan sistem politik dinasti, dengan berlandaskan hak 

demokrasi dalam pemilu yang mana semua orang berhak untuk dicalonkan dan 

mencalonkan diri sebagai pemimpin.  

Banyaknya kasus korupsi hasil dari dinasti politik merupakan suatu hal 

yang perlu diperhatikan dengan baik karena sangat relevan atas perbuatan korupsi 

                                                      
5
 An-Nisa’ [4]: 58 

 

 
6
 Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 02, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 1270-1271. 

 

 



4 

 

 

 

di berbagai wilayah negeri ini. Proses penting dalam hal ini adalah bahwa 

pentingnya memberikan cerminan penerapan pola pemerintahan yang baik dalam 

sistem tata kelola yang baik dalam menciptakan penerapan pola pemerintahan 

yang baik (good governance). Lahirnya gagasan good governance di era reformasi 

ini merupakan bagian dari gerakan perlawanan terhadap pemerintah di masa lalu 

yang erat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dengan demikian, 

komitmen Indonesia untuk mewujudkan prinsip dan nilai-nilai good governance 

sama dengan melakukan perubahan secara substantif dari praktik pemerintahan 

yang buruk menuju tata kelola pemerintahan yang sejalan dengan prinsip 

demokrasi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian mengenai praktik politik dinasti di 

Indonesia dengan menggunakan teori konsep good governance dan etika politik 

Islam, dan penulis menganalisisnya dengan menggunakan teori tersebut untuk 

menjawabnya. 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah terkait dengan: 

1. Bagaimana praktik politik dinasti di Indonesia? 

2. Bagaimana politik dinasti menurut prinsip tata kelola pemerintahan yang baik 

(Good Governance)? 

3. Bagaimana politik dinasti di Indonesia ditinjau dari perspektif etika politik 

Islam? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
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1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang penulis sampaikan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Untuk menjelaskan praktik politik dinasti di Indonesia. 

b. Untuk menjelaskan praktik politik dinasti menurut pelaksanaan prinsip tata 

kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). 

c. Untuk menjelaskan praktik politik dinasti di Indonesia ditinjau dari 

perspektif etika politik Islam. 

2. Kegunaan Penelitian 

      Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih 

pemikiran dan khazanah keilmuan tentang politik dinasti di Indonesia Perspektif 

Etika Politik Islam, dan memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat 

tentang politik dinasti dan Etika Politik Islam. Secara praktis, penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat tentang bahaya politik 

dinasti. 

D. Telaah Pustaka 

Jurnal, Agus Riewanto, Korelasi Dinasti Pilkada serentak dengan korupsi 

daerah dan upaya pencegahannya dalam perspektif Hukum Tata Negara 

Responsif. Jika dilihat dari realitas empiris di dalam lingkungan masyarakat 

bahwa penerapan politik dinasti berpotensi kepada lahirnya berbagai kegiatan yang 

berujung kepada korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada masalah ini ada empat 

kesimpulan yang diambil yaitu bahwa: 1) motif dari adanya praktik politik dinasti 

dalam pilkada serentak adalah kepercayaan dinasti tidak berkhianat dalam 

menjalankan kekuasaan, loyalitas dinasti dalam menjalankan kekuasaannya, 

solidaritas dinasti yang cukup tinggi dalam mempertahankan kekuasaannya, dan 
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proteksi dinasti lebih memiliki daya tahan dalam mempertahankan kehormatan 

dan sistem kekuasaannya. 2) bentuk korupsi cenderung dapat dilakukan oleh 

dinasti dengan mudah dan lebih teratur, baik itu dalam jual beli jabatan dan 

korupsi proyek yang dijalankan di daerah. 3) faktor penyebab adanya politik 

dinasti di Indonesia diantaranya adalah mahalnya biaya pilkada dan kekosongan 

hukum terhadap pelarangan praktiknya. Dan 4) upaya pencegahan dalam 

terjadinya praktik politik dinasti tidak dilaksanakan secara baik oleh pemerintah, 

walaupun itu dalam pencegahan secara hukum maupun pengawasan secara 

nasional agar terhindar dari resiko korupsi, kolusi dan nepotisme dalam perspektif 

hukum tata negara responsif yaitu sifat responsif yang mengandung arti suatu 

komitmen kepada rakyat baik dalam menjalankan kebijakannya kepada tuntutan 

rakyatnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum dan bukan 

sepihak bahkan kepentingan pribadi dan kelompok semata.
7
 

Tesis, Anang Ardian Riza, Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah 

Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia. Keberadaan politik 

dinasti dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia tidak disebutkan secara 

transparan dalam sebuah aturan khusus atau peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia. Hanya saja yang disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 

8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Pasal 7 huruf r 

disebutkan keluarga calon petahana. Di dalam penjelasan yang Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2015 dijelaskan dalam bab penjelasan bahwa yang di maksud 

dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak 

memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) 

                                                      
7
 Agus Riewanto, “Korelasi Dinasti Pilkada Serentak Deangan Korupsi Daerah dan Upaya 

Pencegahannya Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Responsif”, Jurnal Keadilan Pemilu, 

Volume. 1, No. 1, (2020), hlm. 63-75. 
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tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, 

mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 

1 (satu) kali masa jabatan. Dari istilah inilah ditafsirkan oleh para ahli hukum 

sebagai dinasti atau Politik Dinasti. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2015 tentang pemilihan kepala daerah gubernur, Bupati dan wali kota, merupakan 

sebuah tuntutan dari sebagian masyarakat yang tidak menghendaki adanya sistem 

politik dinasti (kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota) yang memiliki 

hubungan keluarga dengan penguasa atau petahana dalam pemilihan umum kepala 

daerah, pemilihan umum anggota legislatif dan lain sebagainya dalam suatu 

pemerintahan. Pada prinsipnya undang- undang Nomor 8 tahun merupakan aturan 

yang dapat mencegah menjamurnya Politik dinasti di Indonesia hanya saja 

undang-undang ini hanya bertahan beberapa waktu saja karena dibatalkan dengan 

Mahkamah konstitusi dengan Nomor putusan 33/PUU/XIII/2015. Sehingga 

lahirlah Undang-Undang yang baru yaitu undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 

Sebagai bentuk regulasi baru yang mengatur proses pemilihan kepala Daerah.
8
 

Jurnal, Ayu Fajri Karunia dan Sohrah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Politik Dinasti. Politik dinasti selalu mengalami pro dan kontra di Indonesia, pihak 

yang pro menilai politik dinasti tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi, 

tetapi pihak yang kontra menganggap politik dinasti sebagai alat untuk 

mempertahankan kekuasaan. Pemilihan kepala desa yang juga telah 

                                                      
8
 Anang Ardian Riza, “Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Hukum 

Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Tesis Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Jember, hlm. 122-123. 
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diselenggarakan secara langsung sangat memungkinkan lahirnya connection power 

atau kekuasaan yang diperoleh seseorang berdasarkan hubungan kekerabatan. 

Kepala desa petahana akan bekerja keras untuk menjaga estafet kepemimpinannya 

agar tetap berada di lingkup kerabatnya. Oleh karena itu, fenomena ini dapat 

dijelaskan sebagai modus mewariskan kekuasaan dari generasi ke generasi. 

Bahkan seiring berjalannya waktu, pemilihan kepala desa dinilai telah mengalami 

banyak kemajuan bila dibandingkan pada Era Orde Baru misalnya, posisi kepala 

desa sangatlah tertutup sehingga tidak jarang posisi kepala desa itu hanya 

ditempati oleh elit tertentu. Sedangkan pada masa reformasi mengalami sedikit 

kemajuan di mana proses pemilihan lebih terbuka dan demokratis, dan setiap 

orang dapat mencalonkan diri tanpa dibatasi oleh latar belakang dan pandangan 

politik. Secara historis, estafet kepemimpinan di Desa Balleanging pernah 

menggunakan politik dinasti khususnya pada masa ke-Gallarang-an. Sementara 

pada saat menggunakan sistem demokratis, tercatat pernah terjadi peralihan 

kepemimpinan dalam satu garis keturunan, yaitu dari Bundu Boto (1965-1993) 

yang digantikan melalui proses pemilihan oleh Djohan Boto (1993-2007), dan 

keduanya dianggap sebagai kepala desa yang berhasil membangun Desa 

Balleanging. Alqur’an dan praktik kepemimpinan Rasulullah tidak mengatur 

secara spesifik tentang sistem pemerintahan yang ideal, hanya menegaskan 

prinsip-prinsip dasar kepemimpinan seperti siddiq, tabligh, amanah, dan fathanah, 

dan sejarah politik Islam pasca kepemimpinan Rasulullah dan para khulafaur 

rasidin, tercatat pernah menggunakan politik dinasti, yaitu pada masa 

pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah.
9
 

                                                      
9
 Ayu Fajri Karunia dan Sohrah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Politik Dinasti”, 

Siyasatuna; Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah, Volume. 3, Nomor. 2 (Mei 2022), hlm. 

249-260. 



9 

 

 

 

Jurnal, Hartati dan Frimansyah Putra, Etika Politik Dalam Hukum Islam di 

Indonesia (Pancasila Sebagai Suatu Sistem Etika. Pancasila adalah sumber dari 

segala sumber hukum, artinya selain Pancasila masih ada sumber-sumber hukum 

yang lain. Sumber hukum belum tentu merupakan hukum dalam arti peraturan 

perundang-undangan. Hukum nasional yang bersumber dari Pancasila merupakan 

hasil eklektisme dari berbagai sumber hukum itu. Oleh sebab itu, hukum nasional 

Indonesia merupakan produk eklektik antar berbagai sumber hukum materiil yang 

ada di dalam masyarakat seperti Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Barat, dan 

konvensi-konvensi internasional. Etika pada umumnya dimengerti sebagai 

pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam 

perilaku manusia. Sedangkan hukum negara yakni hukum yang menjadi pijakan 

beberapa cabang pemerintahan dan yang harus mereka patuhi dalam menjalankan 

kekuasaan. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila 

Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-

nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Peran sentral 

terhadap cita demokrasi yang beriringan dengan cita nomokrasi adalah suatu 

keniscayaan. Pembangunan politik hukum melalui Peraturan Perundang-

Undangan di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan etika politik yang 

dibangun oleh para elite politik adalah suatu keharusan untuk memberikan sebuah 

gambaran besar untuk menghadapi persoalan bangsa saat ini.
10

 

Tesis, Muhammad Ali Hanafi, Dinamika Dinasti Politik Dalam Perspektif 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gelombang Rakyat. Dalam era 
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kondisi kekuasaan di Indonesia saat ini, muncul fenomena yang disebut dengan 

politik kekerabatan atau politik dinasti. Fenomena politik dinasti dianggap sebagai 

sesuatu yang dapat memiliki potensi untuk menghambat berlangsungnya politik 

yang partisipatif dan terbuka. Politik dinasti perspektif PDIP adalah PDIP 

merasa harus memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat karena itu 

tidak menerapkan sistem politik dinasti, ketua umum menentukan kaderisasi, dan 

istilah politik dinasti digunakan untuk menggembosi PDIP. Berbagai faktor yang 

mendorong fenomena dinasti politik diantaranya adalah proses kaderisasi di 

internal partai politik, pandangan masyarakat mengenai calon kepala daerah, dan 

kultur birokrasi. Perspektif Partai Gelora praktik dinasti politik menghambat 

kaderisasi partai. Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam 

mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Keberadaan 

politik dinasti dianggap sebagai sebuah kegagalan partai politik dalam 

menciptakan ruang-ruang kaderisasi yang baik dan berkemajuan serta mental 

petarung yang berkurang. Dampak dari dinasti politik terhadap partai diantaranya 

adalah pertama memberikan kesempatan untuk korupsi dan nepotisme. Kedua, 

memunculkan persaingan yang tidak sehat dan tidak transparan. Ketiga, 

menjadikan partai politik menjadi tidak dapat berkembang dengan baik. Kebijakan 

dari PDIP untuk menyikapi tentang fenomena politik dinasti adalah dengan 

menerapkan sistem demokrasi yang terbuka di dalam partai. Sedangkan kebijakan 

yang diciptakan Partai Gelora untuk menyikapi tentang fenomena politik dinasti 

adalah dengan memberikan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat.
11

 

Tesis, Ade Pupi Prameswari, Praktik Politik Dinasti Pada Pemerintahan 

                                                      
11

 Muhammad Ali Hanafi, “Dinamika Dinasti Politik Dalam Perspektif Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gelombang Rakyat (Suatu Studi di Provinsi 
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Daerah Kabupaten Jombang; Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum. Politik 

dinasti menjadi salah satu fenomena yang cukup bermasalah dalam sistem 

demokrasi di Indonesia, walaupun dalam sejarah panjang Indonesia sistem 

pemerintahan monarki adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan paling lama 

dalam sejarah Indonesia. Berbagai kejadian politik dinasti di Indonesia telah 

menjalar ke berbagai daerah di Indonesia, salah satunya adalah Pemerintahan 

Kabupaten Jombang. Masalah politik dinasti terjadi dalam sistem pemerintahan di 

daerah Kabupaten Jombang telah merangkap ke jajaran pejabat penting daerah. 

Konsepsi demokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada 

pemerintahan daerah guna mewujudkan tujuan politik hukum dan cita-cita bangsa 

Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Kabupaten Jombang telah 

menyelenggarakan pilkada dengan kemenangan yang diraih oleh Bupati 

incumbent, yaitu Suyanto. Namun, dalam pelaksanaan pemerintahan yang 

dipimpin oleh Suyanto terjadi pergeseran nilai-nilai demokrasi melalui adanya 

praktik politik dinasti, karena Suyanto menempatkan sanak family-nya dalam 

jajaran pejabat struktural daerah. Hal ini kemudian menimbulkan akibat terjadinya 

kemerosotan kinerja instansi pemerintahan dibidang pelayanan publik, antara lain 

adalah posisi di bidang kesehatan, pertanian dan kepegawaian daerah. Kemudian 

ditemukan adanya indikasi dalam pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil 

dengan melakukan kampanye di area instansi pemerintahan yang dilakukan oleh 

trah Suyanto tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan dari politik hukum 

yang berlandaskan kepada Pancasila dan norma-norma sosial karena menyangkut 

pelanggaran etika politik.
12
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Jurnal, Djoni Gunanto, Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia. Politik 

dinasti di Indonesia tumbuh berkembang sejak era orde lama, orde baru, hingga 

era reformasi. Politik dinasti terjadi pada level nasional dan daerah. Politik dinasti 

di Indonesia dipandang sebagai penyakit dalam demokrasi karena mencederai 

makna demokrasi yang mengandung makna kebebasan khususnya dalam proses 

pencalonan dalam kontestasi politik. Sehingga dengan adanya fenomena politik 

dinasti justru membatasi kebebasan terhadap masyarakat untuk berpartisipasi aktif 

dalam pencalonan, karena calon yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan 

elit yang masih menjabat akan lebih mudah untuk mendapatkan kemenangan 

karena memiliki sumberdaya finansial yang lebih kuat, memiliki popularitas, serta 

mudah memobilisasi massa. Dinasti politik sejatinya tidak dibenarkan 

keberadaannya dalam negara demokrasi karena sistem ini telah memotong hak-

hak warga negara sehingga negara dikuasai dan dikontrol oleh segelintir orang 

saja. Padahal negara ini milik bersama, sementara politik dinasti berefek pada 

penguasaan negara oleh sekelompok elit tertentu, bahkan oleh satu keluarga saja. 

Regulasi yang mengatur tentang politik dinasti terlalu lemah, bahkan jika kuat 

masih mudah dilemahkan, sehingga perlu ditegaskan regulasi yang mengatur 

pencegahan terjadinya politik dinasti di Indonesia.
13

 

Jurnal, Hatta Abdi Muhammad dan Dony Anggara, Dinasti Politik Pada 

Pemilihan Bupati Kabupaten Batanghari 2020; Analisis Perilaku Pemilih. 

Fenomena politik dinasti menjadi sesuatu yang telah diperdebatkan sejak dahulu 

di Indonesia, apalagi pada masa Orde Baru yang di identik dengan politik dinasti 

                                                                                                                                                 
 
13
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(nepotisme) sehingga pada 1998 meletus reformasi di Indonesia. Masalah yang 

sama juga terjadi di salah satu Kabupaten di Indonesia yaitu Batanghari. Politik 

dinasti yang telah lama mengakar di Kabupaten Batanghari tidak hanya terkait 

faktor sosial budaya, tetapi juga keadaan ekonomi masyarakat. Upaya 

pelanggengan politik dinasti dan pembangunan politik dinasti baru menjadi salah 

satu implikasinya. Keadaan seperti ini tentu saja akan membuat aspek kapabilitas 

dan kualitas dalam memilih pemimpin cenderung terabaikan. Masyarakat 

Batanghari yang secara kultur masih tradisional cenderung pragmatis dalam 

menggunakan hak pilih. Pendekatan perilaku pemilih secara sosiologis dapat 

menggambarkan realitas masyarakat Batanghari dalam proses pemilihan 

pemimpin mereka. Karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah setempat 

untuk lebih intensif dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia baik 

pendapatan perkapita maupun sektor pendidikan. Selain itu, pragmatisme 

masyarakat dalam pilkada juga disebabkan oleh kegagalan partai politik dalam 

melakukan proses kaderisasi kepemimpinan. Penting juga meningkatkan 

pendidikan politik masyarakat Batanghari secara massif yang disosialisasikan 

hingga ke tingkat akar rumput.
14

 

E. Kerangka Teoritik 

1. Good Governance 

  Konsep good governance merupakan interaksi yang seimbang antara 

lembaga pemerintah dengan masyarakatnya, di mana suatu lembaga dalam 

pemerintah memberlakukan kebijakan yang seimbang untuk menciptakan 
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perkembangan dalam masyarakatnya. Konsep good governance merupakan 

sebagai administrasi yang sehat, dan praktik politik yang demokratis. Good 

governance merupakan konsep yang sangat kolektif, yang melibatkan seluruh 

tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau 

memengaruhi urusan publik yang untuk mewujudkan nilai-nilai good dalam 

kehidupan sehari-hari.
15

 Di Indonesia, substansi konsep good governance dapat 

dipadankan dengan istilah yang mengarah kepada sistem pemerintahan yang baik, 

bersih, dan berwibawa. Pemerintahan yang baik adalah sikap di mana kekuasaan 

dilakukan masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintah negara yang 

berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Pada 

pelaksanaan praktiknya, sistem pemerintahan yang bersih (clean goverment) 

adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan 

bertanggungjawab.
16

 

  Dalam hal ini, jika good governance tidak dijalankan dengan sebaik 

mungkin oleh pemerintah maka dapat berdampak pada maraknya berbagai praktik 

familisme kekuasaan (politik dinasti) di Indonesia. Hal ini karena bahwa “rakyat, 

demokrasi dan politik” dalam konstitusi negara pada dasarnya merujuk pada hal 

yang maknanya serupa, yaitu terkait pada kemaslahatan umum atau kepentingan 

publik, bahwa politik dalam paham sistem demokrasi Indonesia secara prinsipil 

harus bersumber kepada satuan yang sama dan sekaligus diarahkan ke tujuan 

publik atau kemaslahatan rakyat.  
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  Praktik Politik dinasti sangat berlawanan dengan pelaksanaan sistem 

pemerintahan yang baik (good governance), hal ini disebabkan bahwa di 

dalamnya cenderung yang menjadi dasar sekaligus tujuannya adalah tidak lain 

untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya bukan kepada kepentingan umum. 

Maka fungsi kontrol pemerintahan yang baik diharapkan lebih kuat, jujur, 

transparan, dan efektif serta efisien sehingga memungkinkan tidak terjadinya 

penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sebab, 

jika itu tidak diterapkan maka politik dinasti dapat berjalan atau berlaku secara 

umum sehingga semakin merajalela, dan semakin membuat lingkungan demokrasi 

di Indonesia menjadi tidak bersih. Dengan begitu, sistem demokrasi tidak menjadi 

dasar bagi pengelolaan pemerintahan melainkan hanya sebagai simbol semata. 

2. Etika Politik Islam 

  Etika politik adalah praktik dalam pemberian nilai terhadap berbagai 

tindakan politik yang dilandaskan kepada etika. Menurut Eko Handoyo, etika 

politik ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan 

efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan 

keterbukaan, tanggung jawab, ketanggapan terhadap berbagai aspirasi rakyat, 

menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima 

pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan 

keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.
17

 

  Etika politik dalam Islam dipahami sebagai aturan atau norma-norma dan 

ketentuan dalam sistem bernegara di mana setiap individu dituntut untuk 

berperilaku sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Pada perjalanan sejarah Islam 

sejak Rasulullah SAW sebagai tampuk pimpinan umat di Madinah, Islam telah 
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memberikan gambaran umum secara detail tentang penerapan sistem 

pemerintahan yang baik (good governance) dalam Islam dan yang telah 

menyatukan antar umat beragama dalam naungan hukum yang sama pada sistem 

pemerintahannya. 

  Etika politik memberikan pemahaman tentang suatu penerapan sistem 

negara yang mengedepankan kepada kepentingan umum dan kebaikan secara 

bersama di dalamnya. Begitu pula dalam etika politik dalam Islam yang harus 

dipahami bahwa penerapan hukum itu tidak dilaksanakan secara egois namun tetap 

mengacu kepada ketentuan Allah SWT. Hal ini menandakan bahwa Islam adalah 

agama yang toleran dan rahmatan lil alamiin, bukan hanya sebagai bentuk proses 

kepemimpinan yang menguntungkan hanya terhadap suatu kaum namun menjadi 

proses kepemimpinan untuk mengayomi umat beragama, ras, suku dan lain 

sebagainya. 

  Sejarah perpolitikan Islam merupakan bagian dari sejarah dakwah untuk 

menyebarkan amar ma’ruf nahi munkar. Sejarah ini bermula sejak Rasulullah SAW 

menjadi pemimpin umat Islam di Madinah sekitar 622 M, hingga masa  

pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin yang berakhir sekitar 656 M. Ketika itu, 

pemerintahan berada dalam proses penegakan kepemimpinan yang bermoral dan 

sangat peduli pada perwujudan keadilan serta kesejahteraan masyarakat. 

Gambaran ideal kehidupan politik Islam dapat dilihat dari sistem politik yang 

diterapkan oleh Rasulullah SAW di Madinah.
18

 Hal ini tidak hanya menjadi 

rujukan dalam pemerintahan Islam namun menjadi sistem demokrasi yang 

memiliki nilai yang tinggi pada penerapan pemerintahan yang ideal. 
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  Perjalanan periode pertama sejarah Islam di Madinah, berkat usaha- 

usaha yang telah dilaksanakan Rasulullah SAW, lahirlah suatu komunitas 

masyarakat (negara) Islam pertama yang bebas dan merdeka lintas budaya, ras, 

dan agama di dalamnya, untuk mengatur hubungan antar komunitas masyarakat 

yang majemuk itu, maka dibuatlah Piagam Madinah (Mitsaq al- Madinah) 

sebagai undang undang dasar pertama bagi Negara Madinah dan Nabi 

Muhammad SAW diangkat sebagai kepala pemerintahannya.
19

 Sebagai konstitusi 

negara, intisari dari Piagam Madinah yang sangat penting untuk diterapkan dalam 

pembentukan negara Islam yang ideal, bahwa semua pemeluk Islam yang terdiri 

dari berbagai suku merupakan satu komunitas dan hubungan antara sesama anggota 

komunitas Islam didasarkan pada prinsip bertetangga yang baik, saling 

membantu, membela yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati 

kebebasan beragama.
20

 

  Piagam Madinah sebagai konstitusi juga merupakan rumusan tentang 

kesepakatan kaum Muslim Madinah dengan berbagai kelompok yang bukan 

Muslim yang ada di Madinah tersebut untuk membangun masyarakat politik 

secara bersama-sama, karena masyarakat yang di Madinah terkenal dengan 

masyarakatnya yang majemuk. Etika politik Islam senantiasa merujuk pada 

ketentuan dalam Alqur’an dan hadis, dalam Alqur’an menyerukan kepada 

manusia untuk berlaku adil dan berbuat baik serta berlaku amanah. Prinsip dasar 

dalam etika politik Islam adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan 

menghormati hak-hak asasi manusia, sehingga tercipta suatu kedamaian yang 
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berkelanjutan dibawah norma-norma agama. Dan ketika segala aktivitas politik 

yang dilakukan senantiasa dituntut oleh nilai-nilai yang bersumber dari Alquran, 

maka aktivitas yang dilakukan mendapat berkah yang berlipat ganda, sehingga 

terhindar dari malapetaka yang disebabkan karena adanya kelakuan keterpurukan 

atau kemungkaran.
21

 

  Masa pemerintahan Islam pada masa atau era Nabi Muhammad SAW di 

Madinah adalah masa pemerintahan yang paling toleran dan menjadi tumpuan 

dalam sistem pemerintahan Islam di dunia. Konsep dalam toleransi sangatlah 

penting dalam hubungan antara Islam dan negara, sehingga pada prosesnya dapat 

menyatukan berbagai golongan yang saling bermusuhan menjadi satu-kesatuan 

berbangsa yang utuh. Nabi Muhammad SAW bukan hanya menjadi seorang Nabi 

yang ditugaskan oleh Allah SWT untuk visi menyebarkan risalah ilahi melalui 

kenabiannya kepada masyarakatnya, tetapi beliau juga dianggap sebagai seorang 

pemimpin negara yang adil dan mampu menerapkan keagungan moral bagi 

rakyatnya. Dengan demikian, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW adalah 

cerminan moralitas yang dapat memunculkan kearifan politik umat.
22

 

  Sistem politik yang dibangun oleh Rasulullah SAW dapat dikatakan 

sebagai sistem politik par excellence atau sistem paling religius dan sangat sesuai 

dengan perkembangan zamannya. Sistem politik Rasulullah SAW yang mencakup 

kepada seluruh politik negara dan penerapan sistem dalam pemerintahannya 

diliputi oleh semangat akhlak dan jiwa agama. Sehingga dalam 

kepemimpinannya, beliau dapat mempersatukan umat, walaupun umat tersebut 
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pada saat itu sangat terkenal dengan masyarakat yang majemuk.
23

 

  Naskah Piagam Madinah yang merupakan salah satu sumber etika politik 

Islam sangat menarik untuk kembali dikaji dalam konteks pandangan etika politik 

modern. Sebab dalam piagam ini dirumuskan gagasan-gagasan yang kini menjadi 

pandangan hidup politik modern, seperti kebebasan beragama, hak setiap 

kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan 

ekonomi antar golongan, dan lain sebagainya.
24

 

  Setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW, pemerintahan Islam 

selanjutnya diteruskan oleh empat khalifah yang utama, yaitu Khulafa Ar-

Rasyidin. Tata cara keempat khalifah ini dalam memimpin, mendekati cara 

pemerintahan yang telah diterapkan Rasulullah SAW. Sehingga selama 30 tahun, 

keempat khalifah Islam ini menampakkan sebuah pemerintahan politik Islam yang 

demokratis dan terukur. Namun setelah pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin 

berakhir, sistem pemerintahan dalam Islam mengalami pasang-surut yaitu 

mengalami proses kebangkitan dan keruntuhan hingga akhirnya dianggap sebagai 

perusak tatanan pemerintahan modern.
25

 

  Etika politik Islam tidak hanya menyangkut kepada masalah perilaku 

politikus, tetapi itu terkait terhadap masalah praktik institusi sosial, hukum, 

komunitas, struktur sosial, politik, ekonomi dan bahkan masalah pemilihan 

pemimpin serta masalah politik uang. Perilaku politikus hanya salah satu dimensi 
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etika politik. Sebuah kehendak yang baik, perlu didukung institusi yang adil yang 

berfungsi mempertajam makna tanggungjawab, sedangkan institusi (hukum, 

aturan, kebiasaan, lembaga sosial) berperan untuk bertanggungjawab.
26

 

  Singkatnya, bahwasanya sejarah Islam terdahulu terungkap bahwa 

pemerintahan yang mengedepankan etika dan moralitas dalam memperoleh 

kejayaan dan kemakmuran adalah gaya dan model pemerintahan Islam. Hal ini 

hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintahan yang ideal dan amanah, sebaliknya 

jika suatu negara berada dibawah pemerintahan yang dijalankan secara zalim, 

tidak adil, dan tidak bermoral, maka negara tersebut mengalami kemunduran 

bahkan bisa mengalami kehancuran. 

  Etika politik secara umum mengandung aspek individu dan aspek sosial. 

Satu sisi, etika politik adalah etika individu dan etika sosial sekaligus. Disebut 

etika individu, karena ia membahas masalah kualitas moral pelaku; dan disebut 

etika sosial, karena ia merefleksikan masalah hukum, tatanan sosial, dan institusi 

yang adil.
27

 Di sisi lainnya, bahwa etika politik dalam Islam adalah etika 

institusional dan etika keutamaan sekaligus. Institusi dan keutamaan merupakan 

dua dimensi etika yang saling mendukung. Keutamaan merupakan faktor 

stabilisasi tindakan yang berasal dari dalam diri pelaku; sedangkan institusi 

menjamin stabilitas dari luar diri pelaku. 

  Etika politik Islam bukanlah suatu sistem yang berbelit-belit. Secara 

sederhana, etika politik dapat diartikan sebagai sejumlah nilai luhur yang 

seharusnya diterapkan dalam perilaku politik, undang-undang, hukum, dan 

kebijakan dalam pemerintahan. Namun terkadang keputusan dan kebijakan politik 
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itu tidak memperhatikan hati nurani karena lebih suka melayani kepentingan 

sendiri dari pada kepentingan rakyatnya. Padahal secara sistem demokratis, 

rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada pemimpinnya bukan malah 

sebaliknya.
28

 

  Menurut In’amuzzahidin bahwa etika politik Islam ini memiliki tiga 

dimensi, yaitu mencakup kepada tujuan politik, berhubungan dengan masalah. 

pilihan sarana, dan berhadapan dengan aksi politik, yang terkait langsung dengan 

perilaku politikus.
29

 Dimensi tujuan telah terumuskan dalam upaya mencapai 

kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan 

keadilan, serta kesetaraan. Kata lainnya, tujuan etika politik adalah mengarahkan 

ke hidup yang baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas 

lingkup kebebasan dan membangun institusi- institusi yang adil. Kendala utama 

dalam masalah ini adalah upaya penerapan kebijakan umum (policy) dalam 

manajemen publik. Kebijakan umum ini, dapat menjadikan wakil rakyat dan 

berbagai kelompok-kelompok masyarakat untuk dapat membuat evaluasi 

pelaksanaan kinerja pemerintah dan menuntut         pertanggung jawaban. 

  Etika politik memberi aturan, ketentuan dan norma-norma penilaian 

terhadap mutu suatu politik pada pemerintahan negara dengan tolak ukurnya 

adalah martabat dan kesejahteraan manusia. Kajian etika politik dalam Islam 

bukan hanya semata-mata untuk kepentingan ilmu dan kritik ideology sahaja 

ataupun merupakan bagian dari cabang filsafat, melainkan bagian integral dari 

syari’at Islam yang wajib untuk diamalkan oleh setiap Muslim dalam kehidupan 

terutama dalam kepemimpinan dalam sistem pemerintahan yang menjadikan umat 
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Islam sebagai panutan dalam penerapan sistem bernegara atau pemimpin yang 

mampu membawa kebaikan dan kesetaraan bersama. Politik harus dijalankan 

dengan nilai etika yang sesuai, mencapai tujuannya untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat atas dasar keadilan sosial. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) 

yaitu penelitian dengan langkah mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis 

yang terkait dengan objek pembahasan agar dapat diperoleh data-data yang jelas 

sehingga dapat membantu dalam kajian penelitian ini. 

2. Sifat Penelitian 

  Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu sifat penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan fakta yang 

ditemukan serta menganalisanya sesuai dengan data yang diperoleh. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya terkait dengan 

masalah yang dibahas dalam penelitian dan kemudian diuraikan dalam hasil 

penelitian. 

3. Pendekatan Penelitian 

  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah filosofis 

normatif. yaitu pendekatan filosofis dengan meneliti nilai-nilai dasar hukum Islam 

dan etika politik yang terkandung di dalam politik dinasti. Pendekatan ini 

dilakukan dengan mencari hakiat sesuatu dan menelusuri sebab dan akibat serta 

berupaya menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia dalam hal praktik politik 
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dinasti.
30

 

 Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji studi dokumen dengan 

menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan 

menelaah teori-teori, konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan 

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang 

berhubungan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

melalui studi pustaka (kepustakaan) yang dilakukan dengan langkah dalam 

mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri UU No. 8 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- undang, bahan 

hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal atau artikel, makalah, laporan hasil 

penelitian dan bentuk tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya bahan hukum tersier 

yaitu berupa kamus-kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya yang 

tentunya memiliki keterkaitan dengan masalah yang menjadi pokok bahasan 

penelitian yaitu tentang politik dinasti  di Indonesia perspektif etika politik Islam. 

5. Sumber Data 

   Sumber data merupakan asal data yang menjadi rujukan dalam 

sebuah penelitian. Data yang diperoleh adalah data-data dari bahan pustaka, 
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karena jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka (library 

research). Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder 

yang terbagi kepada sumber data hukum primer dan sumber data hukum sekunder 

serta sumber data hukum tersier, yang mencakup kepada:  

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum 

yang mengikat.
31

 Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 

Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. 

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi 

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi 

buku-buku, teks, jurnal hukum.
32

 

c. Bahan hukum tersier yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bahan 

hukum yang memberikan petunjuk dan atau penjelasan atas bahan hukum primer 

maupun sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan 

sebagainya.
33

 

6. Teknik Analisis Data 

  Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu metode 

pengumpulan data tertulis dengan menggunakan content analysis (analisis 
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terhadap isi dokumen).
34

 Teknik content analysis merupakan penelitian yang 

bersifat mendalam dalam menggali informasi tertulis atau cetak. 

  Proses dalam penelitian content analysis dengan pendekatan kualitatif 

adalah dengan tahap-tahap: Deskripsi, yaitu tahapan dalam mendeskripsikan data-

data yang dipergunakan dalam penelitian. Reduksi, yaitu tahapan dalam  

mereduksi data atau informasi yang telah diperoleh kemudian difokuskan pada 

masalah tertentu. Seleksi, yaitu tahapan dalam menguraikan kefokusan dalam 

penelitian yang kemudian dirincikan secara mendalam. Pada tahapan ini, setelah 

dilakukan analisis mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh 

selanjutnya adalah menemukan tema dengan cara menkontruksi data-data yang 

diperoleh menjadi suatu pengetahuan atau hipotesis. 

G. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini disusun secara sistematis dengan penyusunan sistematika 

penyajian yang terbagi kedalam tiga bagian besar, keseluruhannya tersusun dalam 

lima bab pembahasan, yakni, pendahuluan (BAB I), isi (BAB II, III, dan IV), serta 

Penutup (BAB V). Bab I, Pendahuluan, Bab ini berisi pendahuluan yang 

menjelaskan gambaran umum penelitian, bab ini terdiri dari tujuh sub 

pembahasan. Sub pembahasan tersebut meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab II, Kerangka Teori, Bab ini 

membahas tentang pengertian politik dinasti, pengertian sistem politik di 

Indonesia, teori pelaksanaan politik dinasti. Bab III, Pada bab ini berisi tentang 

identifikasi dan pemaparan data. 

Dalam hal ini gambaran umum tentang perilaku politik dinasti di Indonesia. 
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Bab IV, bab ini peneliti akan memusatkan pembahasan pada permasalahan 

penelitian yang berkaitan dengan politik dinasti di Indonesia perspektif etika 

politik Islam. Bab V, merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang mana 

didalamnya membahas penutup. Berisikan kesimpulan dari keseluruhan 

pembahasan yang diuraikan pada bab- bab yang telah ditulis sebelumnya dan 

berkaitan erat dengan pokok masalah penelitian, disertai dengan saran-saran yang 

dapat peneliti sampaikan terkait permasalahan yang menjadi topik penulisan ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian ini sesuai dengan analisis penelitian dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Praktik politik dinasti di Indonesia sudah terjadi sejak awal berdirinya Indonesia 

yaitu pada masa pemerintahan Orde Lama sampai sekarang masih marak 

diterapkan pada sistem pembagian jabatan terhadap keluarga untuk menduduki 

beberapa jabatan penting. Jika dilihat dari segi konstitusi maka dipahami bahwa 

politik dinasti tidak menyalahi hukum negara atau tata kelola  kenegaraan bahkan 

hal itu menjadi bagian dari salah satu hak asasi manusia sebagai warga negara 

yang berhak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. 

2. Praktik politik dinasti terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance) di Indonesia berpotensi buruk karena terindikasi 

pada kasus korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun, jika prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik diterapkan pada sistem pemerintahan sekalipun itu 

dalam lingkaran politik dinasti maka tidak menjadikan sebuah sistem 

pemerintahan rusak atau buruk. 

3. Praktik politik dinasti di Indonesia ditinjau dari perspektif etika politik Islam, 

dipahami sebagai bentuk penyalah gunaan jabatan dan bertentangan terhadap 

prinsip etika politik dalam Islam. Dalam kajian etika politik Islam maka politik 

dinasti di Indonesia tidak mengedepankan kepada kebebasan, kejujuran, 

keadilan, serta kerbersamaan dan persaudaraan (dalam pandangan umum bukan 

khusus) sehinga sering kali penerapan politik dinasti hanya dijadikan sebagai alat 
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memperkaya diri atau kelompoknya dan tidak mementingkan kepentingan 

umum dan kemakmuran rakyatnya. 

B. Saran  

1. Pentingnya pendidikan demokrasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang 

edukasi seputar demokrasi dan etika dalam berpolitik guna meminimalisir 

praktek politik dinasti di Indonesia. Karena, secara hukum politik dinasti tidak 

dilarang namun masyarakat umum dapat meminimalisir dan menjaga tetap 

demokratisnya perjalanan sistem negara demokrasi di Indonesia untuk 

kedepannya. 

2. Kurangnya data konkrit tentang pengaruh secara signifikan politik dinasti 

terhadap demokrasi serta pelaksanaan sistem tata kelola pemerintahan yang 

baik (good governance), kecuali hanya dalam bentuk teoritis dan praktis karena 

pada penerapannya politik dinasti dilakukan secara demokratis melalui proses 

pemilu di berbagai daerah di Indonesia. Sehingga dampak negatif dari politik 

dinasti tidak serta merta dapat dikatakan buruk dan tidak dapat dikatakan baik. 

Maka penegakan hukum harus diperkuat guna keterbukaan informasi bagi 

publik.
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